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ABSTRAK 
 

Penelitian hukum yang berjudul “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN 

FINAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO 

TERTENTU (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)” merupakan 

sebuah penelitian tentang penerapan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan khususnya terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan.  Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 

merugikan wajib pajak dan menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh 

didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. karena objek pajak yang dikenai 

Pajak Penghasilan Final (PPh-Final) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak. Tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa 

karakteristik Pajak Penghasilan Final sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, (2) 

Untuk menganalisa akibat hukum bagi wajib pajak yang tidak menjalankan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian yuridis normatif ini 

menggunakan dua pendekatan hukum yakni pendekatan Peraturan Perundang-

undangan (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya objek pajak dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak memenuhi kriteria PPh Final secara 

umum karena menggunakan dasar omzet peredaran bruto yang berbeda dengan 

PPh Final secara umum yang berdasarkan jenis penghasilannya dan atas semua 

sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini berdasarkan ketentuan 

Pasal 32 Undang-undang Nomor 7 Yahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka 

akibat hukum yang akan timbul merujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

Kata kunci: pajak penghasilan final, peraturan pemerintah, objek pajak, sanksi. 
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ABSTRACT 
 

 

Legal research, entitled "APPLICATION OF FINAL INCOME TAX FOR 

TAXPAYERS WHO HAVE CERTAIN GROSS (Analysis of Government 

Regulation Number 46 Year 2013)" is a study of the application of legislation in 

the field of taxation in particular on the use of Government Regulation Number 46 

Year 2013 on Taxes Income on Income From Business Received Or Retrieved 

Taxpayers Who Have Certain Gross as a derivative of the rule of Law Number 36 

Year 2008 on Income Tax. Application of Government Regulation Number 46 

Year 2013 detrimental to the taxpayer and cause the taxpayer be non-compliant in 

meeting their tax obligations. The purpose of this study were (1) to identify and 

analyze the characteristics of Final Income Tax in accordance with the provisions 

of the legislation specifically Government Regulation Number 46 Year 2013, (2) 

To analyze the legal consequences for taxpayers who do not comply Government 

Regulation Number 46 Year 2013 . The study uses two normative legal approach 

that is Statute Approach and Conceptual Approach. The conclusion from this 

study is basically a tax object in Government Regulation Number 46 Year 2013 

does not meet the criteria of final income tax in general because it uses basic 

turnover gross income, while the base of the final income tax in general is on the 

type of income.  Sanctions for violations of this Government Regulation under the 

provisions of Article 32 of Law Number 7 Year 1983 about Income Tax the legal 

consequences that would arise referring to Law Number 6 Year 1983 concerning 

General Provisions and Tax Procedures.  

 

 

Keywords: final income tax, government regulations, to tax, penalties. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada 

Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 4 ayat (2) 

huruf e Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(UU PPh), objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah Penghasilan dari 

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto 

(omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak. Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah jumlah 

Peredaran Bruto (PB) setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang adalah 

sebesar 1% (satu persen) x DPP dan bersifat final. Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 pada dasarnya tidak memenuhi karakteristik PPh 

Final karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur obyek pajak 

berdasarkan Jumlah Peredaran Bruto, dan dasar tersebut berbeda dengan 

obyek PPh Final pada umumnya yang berdasarkan pada jenis penghasilan 

sehingga obyek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
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Pajak Penghasilan yang menjadi payung hukumnya. Dan hal tersebut juga 

bertentangan dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

1.2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 

menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh didalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dalam upaya menjaga dan menerapkan aturan 

khususnya atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut 

maka atas Wajib Pajak yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 akan timbul akibat hukum berupa sanksi yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 9 dan 

Pasal 39 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut : 

2.1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat 

Jenderal Pajak, agar mengkaji dan mengevaluasi kembali atas 

pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh 

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu karena aturan 

tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Pajak Penghasilan Final. 

2.2. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat 

Jenderal Pajak, serta lembaga pelaksana perpajakan lainnya agar mengkaji 
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dan mengevaluasi kembali terhadap sanksi yang dibebankan kepada wajib 

pajak yang tidak patuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

mengingat aturan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan khususnya terhadap Pajak Penghasilan Final. 
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